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IMPLEMENTASI PROGRAM PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) PADA 
GURU SMP DI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 
KABUPATEN SLEMAN 
THE IMPLEMENTATION OF TEACHER PERFORMANCE EVALUATION PROGRAM IN 
SMP TEACHER OF EDUCATIONAL, YOUTH AND SPORTS OFFICE OF SLEMAN 
REGENCY 
Oleh: Rini Widyawati, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, email: rwidyawati78@yahoo.com 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program PKG dan 
kendalanya di Dinas Dikpora Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian 
ini adalah staf  Dinas Dikpora, Kepala UPT, dan guru-guru SMP di 3 sekolah. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Teknik Pengumpulan data 
menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) Implementasi PKG dipengaruhi oleh 4 variabel, yakni komunikasi, sumber 
daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi dari dinas dilakukan dengan mengundang Kepala 
Sekolah untuk mengikuti sosialisasi PKG. Sumber daya manusia dalam implementasi PKG adalah 
adalah guru penilai (asesor). Namun berdasarkan hasil penelitian asesor masih menunjukkan sikap 
subyektif terhadap guru yang dinilainya. Sumber daya dana berupa dana APBD yang dikelola oleh 
setiap sekolah, dan sumber daya kewenangan dimana kewenangan dinas bersifat koordinatif dan 
sekolah bersifat implementatif. Struktur birokrasi dalam PKG tampak dengan adanya mekanisme 
pelaksanaan PKG yang harus dilalui oleh dinas dan sekolah. (2) Kendala PKG diantaranya asesor 
kurang obyektif, pihak sekolah belum melakukan pemetaan hasil PKG, dan dari pihak dinas belum 
melakukan evaluasi khusus pelaksanaan PKG. 
  
Kata Kunci: Implementasi, Penilaian Kinerja Guru (PKG) 
Abstract 
This research was aimed to know and to describe the implementation of PKG program and its 
obstacles in Educational, Youth and Sports (Disdikpora) Office of Sleman Regency. This was a 
qualitative research. The subjects in this research were staffs of Disdikpora Office of Sleman Regency, 
UPT chief and school teachers. Sampling technique used was purposive sampling and snowball 
sampling. Data gathering technique was by interview and documentation. Data analysis consisted of 
data reduction, data display and conclusion. Data validity used was source and technique 
triangulations. The research result showed that: (1) the implementation of PKG was influenced by   4 
variables namely: communication, resources, disposition and bureaucracy structure. The 
communication from the office was conducted by inviting the headmaster to the office to be given 
socialization on PKG. Resources in the implementation of PKG consisted of human resources in form 
of actors such as: office chief, department chief, section chief, watcher and teachers, fund resources 
was in form of APBD fund managed by each school, and authority resources in which office authority 
was coordinative in nature and school was implementation in nature. The PKG bureaucracy in was 
proven along with PKG implementation mechanism that should be undergone by office and school; (2) 
the PKG obstacles were among others: the assessors less objective, school party had not mapped PKG 
results and office party had not conducted specific evaluation on PKG implementation. 
 
Keywords: implementation, Teacher Performance Evaluation (PKG)
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PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan salah satu 
aspek terpenting dalam pembangunan sebuah 
negara. Pendidikan berfungsi untuk mencetak 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas 
dan berakhlak. Semakin baik kualitas 
pendidikan di sebuah negara, semakin baik 
pula indeks pembangunan manusianya 
(Human Development Index). Menurut data 
dari United Nations Development Programme 
(UNDP), pada tahun 2013 indeks 
pembangunan manusia di Indonesia 
menempati peringkat ke 121 dari 187 negara 
di dunia (wartaekonomi.co.id). Meskipun 
peringkat tersebut sudah menunjukkan 
peningkatan 3 angka dari tahun sebelumnya, 
namun peringkat tersebut tetap harus 
ditingkatkan agar SDM Indonesia memiliki 
kemampuan untuk bersaing dengan negara-
negara di dunia. Salah satunya caranya yakni 
dengan meningkatkan kualitas pendidikan di 
Indonesia.  
Dalam hal pendidikan, guru menjadi 
garda terdepan. Jadi untuk  meningkatkan 
kualitas pendidikan maka kualitas guru harus 
lebih dulu ditingkatkan. Menurut Freddy 
(2010: 16) bukan rahasia lagi jika profesi 
guru dianggap profesi yang kurang 
menjanjikan dalam hal penghasilan yang 
tentunya akan berdampak pada kesejahteraan. 
Gaji guru sedikit, namun tanggung jawabnya 
besar karena menjadi penentu masa depan 
bangsa.  Dibuktikan lagi dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Wiles dalam Ahmad 
Barizi dan Idris (2010: 153)  yang 
menyatakan bahwa guru yang malas 
kebanyakan bersumber dari gaji yang tidak 
cukup, kemudian ia mencari pekerjaan untuk 
menutupi kekurangannya. Akibatnya etos 
kerjanya sebagai guru di sekolah semakin 
menurun. Hal ini diperkuat lagi dengan 
pernyataan Momon Sudarma (2013:17) 
bahwa masyarakat sempat memiliki 
pemahaman bahwa posisi dan status guru 
adalah pekerjaan terakhir untuk menjadi PNS. 
Pada saat itu guru adalah PNS yang yang 
upahnya paling sedikit. Tetapi semenjak guru 
diresmikan menjadi sebuah profesi pada 
tahun 2004, pemerintah terus melakukan 
berbagai upaya untuk memperhatikan 
kesejahteraan guru. 
Dalam rangka meningkatkan kualitas 
guru, pemerintah telah melakukan berbagai 
upaya seperti Uji Kompetensi Guru (UKG), 
sertifikasi, Penilaian Kinerja Guru (PKG), 
Program Keprofesian Berkelanjutan (PKB), 
dan berbagai upaya lainnya. Upaya tersebut 
difokuskan pada peningkatan karir guru, 
kesejahteraan guru, kebutuhan, dan 
kompetensi guru. Berbagai upaya tersebut 
tentunya juga dilakukan untuk mengevaluasi 
kinerja guru. 
Pada tahun 2005 pemerintah 
melaksanakan program sertifikasi. Guru yang 
telah lulus sertifikasi akan mendapatkan 
sertifikat pendidik dan mendapatkan 
tunjangan serta diakui sebagai guru 
profesional. Namun setelah sekian tahun  
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dilaksanakan, ternyata sertifikasi tidak 
memberikan dampak yang signifikan terhadap 
peningkatan kinerja guru. Hal ini dibuktikan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Amat 
Jaedun dalam barizi dan Idris (2010) tentang 
evaluasi kinerja guru pasca sertifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa  usaha pemerintah itu 
akan sia-sia manakala kinerja guru yang telah 
disertifikasi (guru profesional) tidak menjadi 
lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja 
guru sebelum disertifikasi. Hal ini dapat 
terjadi bila setelah disertifikasi, kinerja guru 
menurun karena merasa tidak lagi dinilai, dan 
tidak ada sanksi.  
Di Kabupaten Sleman masih terjadi 
permasalahan mengenai terbatasnya 
kualifikasi dan kompetensi pendidik. Hal ini 
dibuktikan dengan dokumen laporan evaluasi 
pendidikan di Kabupaten Sleman pada tahun 
2011. Berdasarkan laporan tersebut sebanyak 
1903 guru SMP (57%) sudah memiliki 
sertifikat pendidik, sedangkan 1456 guru 
SMP (43%) belum memiliki sertifikat 
pendidik.  
Guru harus mampu mengubah 
paradigma berpikir dan bertindak dalam 
menjalankan tuganya sebagai pendidik 
(Kunandar, 2011: 36). Guru tidak boleh terus 
terjebak dalam rutinitas belaka, namun guru 
harus terus-menerus meningkatkan kualitas 
dalam mendidik sehingga upaya 
pemimgkatan mutu pendidikan dapat tercapai. 
Seiring dengan hal tersebut, maka perlu 
diberlakukan sistem penilaian kinerja guru 
yang bersifat kontinu atau berkelanjutan.  
Program yang dilaksanakan 
pemerintah untuk menilai kinerja guru secara 
berkelanjutan adalah program PKG (Penilaian 
Kinerja Guru). PKG mulai resmi 
dilaksanakan pada awal tahun 2013. PKG ini 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 
Dalam peraturan ini telah dijelaskan bahwa 
PKG merupakan penilaian dari tiap butir 
kegiatan tugas utama guru dalam rangka 
pembinaan karier kepangkatan dan 
jabatannya. Hasil PKG nantinya dapat 
digunakan untuk menetapkan penilaian angka 
kredit dan digunakan pula untuk menyusun 
profil kinerja guru dalam menyusun Program 
Keprofesian Berkelanjutan (PKB). PKG 
dilaksanakan untuk menjamin proses 
pembelajaran yang berkualitas di semua 
jenjang pendidikan. Adanya PKG ini bukan 
berarti akan menyulitkan guru, tetapi PKG 
dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang 
profesional yang dapat berkontribusi nyata 
bagi perbaikan kualitas pendidikan di 
Indonesia.  
PKG dilakukan terhadap semua guru 
di semua satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah, termasuk semua 
satuan pendidikan di Kabupaten Sleman.  
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PKG di kabupaten Sleman telah dilaksanakan 
mulai tahun 2013. Hasil PKG di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Sleman, khususnya 
pada guru SMP yang telah dilakukan  
menunjukkan bahwa 16,18% guru SMP 
berada pada kategori amat baik, 80,59% guru 
dengan kategori baik dan 3,22% guru berada 
pada kategori cukup. Meskipun secara 
keseluruhan hasil PKG pada guru tingkat 
SMP tergolong baik, akan tetapi dalam 
pelaksanaannya masih mengalami beberpa 
kendala. Sejauh ini belum banyak dilakukan 
penelitian tentang PKG pada guru SMP di 
lingkup Kabupaten Sleman. Dengan 
demikian, penelitian tentang “Implementasi 
Program Penilaian Kinerja Guru (PKG) Pada 
Guru SMP di Kabupaten Sleman” ini perlu 
dilakukan. 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 
Terkait dengan penelitian ini, maka 
penulis menggunakan jenis penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Sugiyono (2010: 15) mengungkapkan bahwa 
penelitian kualitatif merupakan penelitian 
yang digunakan untuk meneliti kondisi 
obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai 
instrumen kunci, dianalisis secara 
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih 
menekankan makna. Suharsimi (2013: 234) 
menyatakan bahwa penelitian deskriptif 
merupakan penelitian yang dimaksudkan 
untuk mengumpulkan informasi mengenai 
status atau gejala yang ada, yaitu gejala 
menurut apa adanya pada saat penelitian 
dilakukan.  
Dengan demikian penelitian ini akan 
mendeskripsikan tentang implementasi 
program PKG bagi guru SMP di Kabupaten 
Sleman dengan cara mengumpulkan segala 
informasi tentang PKG yang kemudian 
dilakukan pemaknaan tentang hasil 
penelitian.  
 
Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini telah dilaksanakan pada 
Bulan Februari s/d  Mei 2015 yang diawali 
dengan tahap pra observasi, penelitian 
langsung, pengumpulan, pengolahan dan 
analisis data dan diakhiri dengan penyusunan 
laporan hasil penelitian. Penelitian ini 
dilakukan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 
Olahraga Kabupaten Sleman, di tiga UPT 
yakni di UPT  Pelayanan Pendidikan 
Kecamatan A, B dan C. Untuk 
memperbanyak data peneliti juga melakukan 
penelitian di tiga SMP di masing-masing 
kecamatan, yakni SMP A, SMP B, dan SMP 
C. 
 
Subyek dan Obyek Penelitian 
Suharsimi Arikunto (2013: 88) 
menjelaskan bahwa subjek penelitian 
merupakan benda, hal, ataupun orang dimana 
variabel penelitian melekat, dan yang 
dipermasalahkan. Dalam penelitian ini 
digunakan sumber data primer dan sekunder. 
Sumber data primer merupakan data yang 
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diperoleh dari hasil penelitian langsung, 
dalam hal ini adalah hasil wawancara 
(Sumadi Suryabrata, 2013: 74). Sedangkan 
sumber data sekunder berupa data atau 
dokumen hasil PKG yang telah diolah. Subjek 
dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang 
Pembinaan  Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan  (PPTK) Dinas Pendidikan, 
Pemuda, dan Olahraga, Kepala Seksi PPTK 
SMP, pengawas SMP, Kepala UPT Pelayanan 
Pendidikan di tiga kecamatan dan guru-guru 
di tiga SMP yang menjadi sasaran program. 
Guru SMP yang menjadi subjek dalam 
penelitian ini sebanyak 14 orang yang 
meliputi Kepala Sekolah, koordinator PKG, 
guru penilai (asesor) dan guru yang dinilai.  
Sedangkan objek dari penelitian ini adalah 
program PKG.   
Pemilihan subjek dilakukan dengan 
teknik purposive sampling dan snowlball 
sampling. Purposive sampling dilakukan 
dengan pertimbangan bahwa subjek tersebut 
mengetahui tentang implementasi program 
PKG di Kabupaten Sleman, yakni Kepala 
Bidang PPTK, Kepala Seksi PPTK SMP  dan 
kepala UPT di tiga kecamatan. Sedangkan 
snowlball sampling dilakukan kepada  guru-
guru yang menjadi penilai ataupun guru yang 
dinilai yang tentunya dipilih berdasarkan 
rekomendasi dari informan sebelumnya  yang 
dipilih dengan purposive sampling.  
 
 
 
 
 
Prosedur 
Prosedur dalam penelitian ini diawali 
dengan tahap pra observasi, penyusunan 
proposal, pengambilan dan pengumpulan 
data, analisis data serta pembuatan laporan 
akhir atau hasil dari penelitian yang kemudian 
disimpulkan. 
 
Data, Instrumen penelitian, dan Teknik 
Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini digunakan sumber 
data primer dan sekunder. Sumber data 
primer merupakan data yang diperoleh dari 
hasil penelitian langsung, dalam hal ini adalah 
hasil wawancara. Sedangkan sumber data 
sekunder berupa data atau dokumen hasil 
PKG yang telah diolah. Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan dua macam teknik 
pengumpulan data yakni teknik wawancara 
dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan 
adalah pedoman wawancara dan pedoman 
dokumentasi. 
Wawancara akan dilakukan pada guru 
yang menjadi subyek penelitian dan juga akan 
dilakukan pada orang yang dianggap 
mengetahui tentang terlaksananya program 
PKG ini yakni Kepala Bidang PPTK, Kepala 
Seksi PPTK SMP, kepala UPT Pelayanan 
Pendidikan di tiga Kecamatan, pengawas 
SMP, dan juga koordinator PKG di tingkat 
sekolah. Dokumen yang digunakan berupa 
tulisan atau data tetang hasil penilaian kinerja 
guru yang telah dilakukan pada tahun 
sebelumnya. Dengan adanya dokumen ini 
diharapkan akan mendukung hasil penelitian.  
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Teknik Analisis Data 
Data penelitian dikumpulkan 
dianalisis secara deskriptif  kuatitatif. Proses 
analisis dilakukan dengan menggunakan 
model kualitatif dari Miles dan Hubberman 
sebagaimana lazim digunakan adalah diawali 
dengan pengumpulan data, reduksi data yakni 
memilah data yang penting yang berhubungan 
dengan penelitian, display data  yang 
merupakan penyajian data secara deskriptif 
tentang apa yang ditemukan dalam analisis, 
dan penarikan kesimpulan atas apa yang 
disajikan merupakan intisari dari analisis 
yang memberikan pernyataan. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Komponen Analisis Data Miles & 
Huberman 
(Sumber: Sugiyono, 2010: 338) 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1. Implementasi Program PKG 
Program yang telah direncanakan oleh 
pemerintah belum tentu berhasil dalam 
implementasi. Keberhasilan suatu kebijakan 
ataupun program dipengaruhi oleh berbagai 
variabel. Seperti halnya program PKG ini. 
Dalam implementasi program tentunya 
dipengaruhi oleh berbagai variabel. Dalam 
penelitian tentang implementasi program 
PKG ini akan digunakan teori implementasi 
yang diungkapkan oleh George C. Edward III. 
Edward mengungkapkan empat variabel yang 
berpengaruh dalam implementasi program. 
Variabel pertama adalah komunikasi. 
Seorang implementor harus mengetahui apa 
yang seharusnya dilakukan. Implementor 
merupakan aktor yang sangat penting dalam 
pengimplementasian sebuah program. Apa 
yang menjadi tujuan program PKG 
disampaikan kepada kelompok sasaran yakni 
para guru di sekolah. Komunikasi dilakukan 
dengan cara mensosialisasikan program PKG. 
Bentuk sosialisasi dilakukan dengan cara 
mengundang Kepala Sekolah SMP di Seluruh 
Kabupaten Sleman untuk dilakukan 
pengkoordinasian dengan pihak dinas. Dalam 
proses koordinasi ini tentunya juga 
melibatkan peran pengawas sekolah. 
Pengawas harus terjun ke sekolah untuk 
memastikan kembali apakah informasi yang 
terserap di kalangan kelompok sasaran sudah 
sesuai dengan informasi yang disampaikan 
oleh dinas. 
Variabel kedua adalah sumber daya. 
Sumber daya juga merupakan faktor penting 
dalam pengimplementasian sebuah program. 
Sumber daya dalam program PKG ini 
dikategorikan menjadi sumber daya manusia 
dan sumber daya dana. Sumber daya manusia 
berupa kompetensi implementor dalam 
melaksanakan program PKG. PKG ini 
melibatkan banyak aktor, mulai dari Kepala 
Data 
Reduction 
Data 
Collection 
Data Display 
Conclution 
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Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, 
pengawas, Kepala Sekolah, dan guru-guru 
yang bertindak sebagai penilai maupun yang 
dinilai. Selanjutnya, sumber daya yang kedua 
adalah sumber daya berupa dana. Dalam 
implementasi program PKG dialokasikan dari 
dana APBD Kabupaten Sleman. Namun 
dalam pelaksanannya sekolah memiliki 
kewenangan tersendiri karena pelaksanaan 
PKG secara langsung ada di sekolah. Dana ini 
digunakan untuk keperluan pembuatan 
laporan dan juga untuk upah para asesor. 
Variabel yang ketiga adalah disposisi. 
Disposisi merupakan watak yang dimiliki 
oleh implementor. Implementor utama dalam 
program PKG ini adalah guru yang menjadi 
asesor. Berdasarkan hasil penelitian untuk 
menjadi asesor harus mengikuti diklat. Untuk 
menjadi asesor pun ada persyaratannya. 
Asesor dipilih dari guru-guru senior yang 
memang sudah berkompeten. Tapi dalam 
implementasinya masih terdapat beberapa 
kekurangan salah satunya yakni asesor masih 
kurang subyektif dalam melakukan penilaian. 
Variabel terakhir yang berpengaruh 
dalam implementasi program PKG adalah 
struktur birokrasi. Birokrasi menjadi faktor 
yang berperan dalam implementasi PKG. 
Birokrasi memberikan andil dalam 
mensukseskan program PKG dengan berbagai 
fungsinya. Pada lingkup Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sleman, para anggota telah 
menjalankan tugas sesuai dengan jabatan 
mereka. Hal ini juga dibuktikan dengan 
adanya hierarki jabatan dalam 
pengimplementasian sebuah program 
termasuk juga program PKG. Berikut adalah 
hierarki jabatan dalam implementasi program 
PKG dari tingkat dinas hingga sampai pada 
kelompok sasaran, dalam hal ini adalah guru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Hierarki Implementasi PKG 
(Diolah dari Hasil Penelitian) 
 
Dalam pelaksanaan program PKG 
tentunya melibatkan banyak pihak. Dalam 
implementasinya di lingkup Kabupaten 
Sleman kewenangan terbesar ada di Dinas 
Pendidikan tingkat Kabupaten dan sekolah. 
Kepala Disdikporan Kab. Sleman : (1) 
penanggungjawab kegiatan; (2) 
mengkomukasikan kepada kepala bidang; 
(3) mengawasi pelaksanaan 
Kepal Bidang PPTK : (1) sebagai ketua 
pelaksanaan; (2) mengkomunikasikan 
kepada kepala sub bidang; (3) mengawasi 
pelaksanaan 
Kepal Bidang PPTK SMP: (1) 
koordinator bidang; (2) 
mengkomunikasikan kepada kepala 
staf; (3) mengawasi pelaksanaan 
Staf garda depan: Asesor (1) memahami 
SOP PKG; (2) melaksanakan penilaian 
Kelompok Sasaran : Guru di Sekolah 
D
is
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i 
K
o
m
u
n
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as
i 
8 Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi.... Tahun 2015 
 
 
 
Dalam Hal ini peran UPT sangat minim. 
Koordinasi PKG dari sekolah langsung 
kepada dinas. Berikut adalah bagan tugas dan 
kewenangan pihak terkait. Dari bagan 
tersebut dapat diketahui bahwa setiap pihak 
yang terlibat dalam pelaksanaan PKG 
memiliki tugas dan tanggungjawab masing-
masing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Tugas dan Tanggung Jawab  Pihak 
Terkait dalam Pelaksanaan PKG di 
Disdikpora Kabupaten Sleman 
(Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian) 
 
 
 
2. Kendala Dalam Implementasi Program 
PKG 
Proses pengimplementasian sebuah 
program bukanlah sesuatuyang sederhana. 
Sebaik apapun rumusan kebijakan yang 
dibuat tetap saja kunci keberhasilannya ada 
pada implementasi. Seperti halnya dengan 
program PKG ini, dalam implementasinya 
pun terdapat berbagai kendala. Dari hasil 
penelitian diketahui bahwa bahwa kendala 
yang dihadapi dalam implementasi program 
PKG terutama adalah masalah tingkat 
keobyektifan. Obyektif merupakan salah satu 
prinsip yang harus ditegakkan oleh aseor 
dalam melakukan penilain. Aktor utama 
dalam pelaksanaan program ini adalah asesor. 
Meskipun asesor sudah mengetahui bahwa 
tingkat keobyektifan itu penting, akan tetapi 
dalam pelaksanaannya untuk mencapai 
tingkat obyektif ini sangatlah sulit. Hal ini 
dikarenakan budaya masyarakat yang 
cenderung saling merasa sungkan karena 
yang dinilai adalah teman sejawat. Sehingga 
kecenderungan di lapangan menunjukkan ada 
perasaan sungkan atau tidak tega (pekewuh) 
jika memberikan nilai jelek kepada guru. 
Permasalahan kedua yang muncul dari 
implementasi program PKG ini adalah belum 
dilakukannya pemetaan secara spesifik 
mengenai hasil PKG oleh pihak sekolah. 
Pemetaan masih dilakukan secara umum saja. 
Permasalahan ketiga adalah antara asesor dan 
guru yang akan dinilai kesulitan untuk 
menyepakati jadwal. Hal ini dikarenakan 
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keduanya memiliki beban mengajar yang 
tidak sedikit. Permasalahan lain yang muncul 
dalam implementasi program PKG ini adalah 
masalah ketidaksebidangan antara asesor 
dengan guru yang dinilai. Namun untuk hal 
ini masih bisa diatasi selagi asesor dan guru 
yang dinilai termasuk dalam katgori guru 
yang sama, apakah keduanya sebagai guru 
kelas, ataukah keduanya sesama guru BK. 
Selagi kedua belah pihak saling memahami 
pedoman, PKG maka masalah untuk 
ketidaksebidangan ini bisa diminimalisir. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 
Olahraga Kabupaten Sleman dan di beberapa 
sekolah tingkat SMP, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Program PKG dipengaruhi oleh empat 
variabel yang diuraikan berikut. Variabel 
pertama adalah komunikasi dilakukan 
dalam bentuk sosialisasi program dengan 
melibatkan aktor terkait. Pihak dinas 
mengundang Kepala Sekolah untuk 
mengikuti sosialisasi di dinas. Setelah itu 
Kepala Sekolah harus menyampaikan 
informasi yang telah disampaikan dari 
dinas kepada seluruh guru di sekolahnya. 
Variabel kedua adalah sumber daya. 
Dalam implementasi program PKG ini 
terdiri dari sumber daya manusia, sumber 
daya dana, dan kewenangan. Sumber daya 
manusia meliputi aktor-aktor yang terlibat 
dalam implementasi program PKG. Aktor 
tersebut yakni Kepala Dinas, Kepala 
Bidang, Kepala Seksi, pengawas, dan 
guru-guru di sekolah.  Sumber daya 
anggaran dalam implementasi program 
PKG ini berasal dari APBD Kabupaten 
Sleman, namun untuk pengelolaannya 
dilimpahkan ke sekolah masing-masing 
karena implementasi PKG secara langsung 
ada di sekolah. Sumber daya terakhir 
adalah kewenangan. Setiap pihak yang 
terlibat dalam implementasi program PKG 
memiliki kewenangan. Dinas Pendidikan 
memiliki 9 kewenangan, dan sekolah 
memiliki 11 kewenangan. Hal ini sesuai 
dengan kewenangan yang tercantum dalam 
buku pedoman PKG dari kemendikbud.  
Variabel ketiga adalah disposisi yakni 
sikap impelementor dalam melaksanakan 
PKG. Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa para asesor dalam 
melalukan penilaian terhadap guru di 
sekolah masih cenderung kurang objektif. 
Hal ini dikarenakan para asesor masih 
merasa sungkan untuk menilai kinerja 
teman sejawatnya. Variabel terakhir adalah 
struktur birokrasi. Struktur birokrasi dalam 
implementasi program PKG ini dibuktikan 
dengan adanya mekanisme atau tahapan-
tahapan dalam pelaksanaan program. 
Tahapan yang terjadi di dinas dan di 
sekolah berbeda. Sekolah lebih bersifat 
implementatif dan dinas bersifat 
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koordinatif. Pada tingkat dinas pendidikan 
tahapan PKG dimulai dari tahap koordinasi 
internal hingga tahap evaluasi. Sedangkan 
pada tingkat sekolah tahapannya dimulai 
dari persiapan hingga tahap  pelaporan. 
 
2. Dalam implementasi program PKG ini 
masih terdapat beberapa kendala. Kendala 
tersebut diantaranya masalah kurang 
objektifnya para asesor dalam melakukan 
penilaian. Hal ini dikarenakan asesor 
masih merasa sungkan untuk menilai 
teman sejawatnya. Permasalahan yang lain 
adalah belum dilakukannya pemetaan hasil 
PKG oleh sekolah. Kadangkala antara 
asesor dengan guru yang akan dinilai 
kesulitan untuk menyepakati jadwal 
penilaian karena penuhnya jam mengajar 
antar keduanya.  
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat 
dijadikan pertimbangan untuk pelaksanaan 
program PKG. 
1. Agar implementasi program PKG lebih 
efektif, maka sebaiknya asesor atau guru 
penilai langsung dari Kepala Sekolah. Hal 
ini dikarenakan Kepala Sekolah akan lebih 
objektif dalam pelakukan penilaian tentang 
kinerja guru.  
2. Untuk meningkatkan tingkat keobjektifan 
bisa juga dilakukan dengan menunjuk dua 
atau tiga orang asesor untuk menilai satu 
orang guru. Apabila satu orang guru dinilai 
oleh dua atau tiga asesor hal ini akan 
meminimalisir tingkat kesubjektifitasan.  
3. Agar mempermudah dalam pemetaan hasil 
PKG, maka sebaiknya pihak sekolah juga 
melakukan pemetaan terhadap hasil PKG. 
Hal ini tentu saja juga akan mempermudah 
sekolah dalam menganalisis kebutuhan 
guru, sehingga pihak sekolah dapat 
mengembangkan profesionalitas guru 
sesuai dengan kebutuhan guru tersebut. 
Pemetaan hasil PKG ini juga akan 
bermanfaat dalam melakukan PKB 
(Program Keprofesian Berkelanjutan). 
4. Sebaiknya dari pihak dinas melakukan 
evaluasi khusus terkait pelaksanaan 
program PKG karena selama ini evaluasi 
hanya sebatas menyinggung saja tanpa 
dilakukan di dalam forum khusus evaluasi. 
Dengan adanya forum evaluasi PKG ini 
diharapkan dapat diketahui seberapa besar 
pengaruh atau dampak program PKG ini 
bagi peningkatan profesionalisme guru 
terutama di lingkup Dinas Pendidikan, 
Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.  
 
DAFTAR PUSTAKA 
Ahmad Barizi dan Muhammad Idris. (2010). 
Buku Panduan Praktis Menjadi Guru 
Unggul. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 
Anonim. (2013). IPM Indonesia 2012 
Tempati Ranking 121 di Dunia. 
Diakses  dari 
wartaekonomi.co.id pada Hari Selasa, 
20 Januari 2015, Pukul 13.30  WIB 
11 Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi.... Tahun 2015 
 
 
 
Freddy Faldi Syukur. (2010). Menjadi Guru 
Dahsyat Guru yang Memikat. 
Bandung: Simbiosa Rekatama Media 
Kementrian Pendidikan dan kebudayaan 
Republik Indonesia. (2009). Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negaradan Reformasi 
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 
Tentang Jabatan Fungsional Guru dan 
Angka Kreditnya. Jakarta: Kementrian 
Pendidikan  dan Kebudayaan 
Kunandar. (2007). Guru Profesional 
Implementasi Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP) dan 
Persiapan Menghadapi Sertifikasi 
Guru. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada 
Momon Sudarma. (2013). Profesi Guru Diuji, 
Dikritisi, dan Dicaci. Depok: Raja 
 Gravindo Persada 
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian 
Pendidikan. Bandung: Alfabeta 
Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin AJ. 
(2009). Evaluasi Program 
Pendidikan.  Jakarta: Bumi Aksara 
 
 
